Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perusahaan dan Bentuk Hukum Perusahaan
1. Pengertian Perusahaan

Perusahaan merupakan istilah ekonomi yang sering dipakai dalam beberapa
perundang-undangan, namun tidak ada satu pasalpun yang memberikan
pengertian perusahaan secara jelas. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, secara resmi pengertian atau
definisi perusahaan tertuang dalam pasal 1 huruf b Undang-Undang Wajib Daftar

Perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 7).

Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan, menyatakan bahwa perusahaan adalah bahwa setiap bentuk hukum
yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan
didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia, untuk

tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut Molengraff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan
secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan, dengan
cara memperdagangkan atau menyerarahkan barang atau mengadakan perjanjian
perdagangan, sedangkan Polak memberikan pandangan tentang perusahaan dari

sudut komersial, artinya baru dikatakan perusahaan apabila diperlukan
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perhitungan laba dan rugi yang dapat di perkirakan dan dicatat dalam pembukuan.
Adanya unsur pembukuan, maka rumusan definisi perusahaan lebih dipertegas
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
(Undang-Undang Dokumen Perusahaan). Pasal 1 angka (1) Undang-Undang
Dokumen Perusahan menentukan bahwa, perusahaan adalah setiap bentuk usaha
yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh
keuntungan dan atau laba. Baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan
maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang didirikan dan

berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Unsur-Unsur Perusahaan

Berdasarkan definisi-definisi mengenai perusahaan di atas maka dapat dijabarkan
unsur-unsur dari perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 10) adalah sebagai
berikut:

a. Badan usaha

b. Kegiatan dalam bidang perekonomian

c. Terus-menerus

d. Bersifat tetap

e. Terang-terangan

f.  Keuntungan dan atau laba

g. Pembukuan
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3. Bentuk Hukum Perusahaan
a. Bentuk usaha badan hukum
(1) Perseroan terbatas

Badan hukum yang didirikan dengan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan undang-undang (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas). PT memerlukan anggaran dasar/anggaran
rumah tangga, dibuat dengan akta notaris, disahkan Menteri Kehakiman dengan
mengajukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Direktur Perdata
Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman.
Direksi wajib mendaftarkan akta pendirian dan surat pengesahan Menteri
Kehakiman dan HAM dalam daftar perusahaan di Departemen Perindustrian dan
Perdagangan setempat, kemudian akan diumumkan di dalam Tambahan Berita

Negara Republik Indonesia.

(2) Koperasi

Suatu perkumpulan yang berbadan hukum, sosial, beranggotakan orang/badan
hukum yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar
asas kekeluargaan. Atau, persekutuan yang memenuhi keperluan para anggotanya
dengan cara menjual barang keperluan para anggotanya missal menjual barang
keperluan sehari-hari dengan harga murah (tidak maksud mencari untung) diatur

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
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(3) Yayasan

Yayasan merupakan badan hukum, dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib
memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, yakni: terdiri atas kekayaan yang
terpisahkan; kekayaan diperuntukkan untuk mencapai tujuan yayasan; yayasan
mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan;

yayasan tidak mempunyai anggota.

b. Bentuk usaha bukan badan hukum
(1) Persekutuan perdata

Suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama
mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua orang (pihak)
menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama. Tiap-tiap sekutu dari persekutuan
perdata diwajibkan memasukkan ke dalam kas persekutuan perdata yang mereka

dirikan secara bersama-sama (seroan).

(2) Persekutuan firma

Rumusan lengkap dijabarkan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang. Firma adalah suatu persekutuan yang
menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama di mana tiap-tiap firma yang
tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan firma dengan pihak
ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang firma

secara renteng (Sentosa Sembiring, 2001: 21).
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(3) Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan firma yang mempunyai sekutu komanditer (Pasal 19 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang). Dengan demikian, dalam Persekutuan Komanditer
(CV) terdapat sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer
merupakan sekutu yang menyerahkan pemasukkan, selain itu juga ikut mengurusi
persekutuan komanditer. Bertanggung jawab pribadi secara keseluruhan jika

ditugaskan melakukan pengurusan Persekutuan Komanditer (CV).

B. Perseroan Terbatas
1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan suatu persekutuan yang berbentuk badan hukum
dan dipakai sebagai terjemahan Naamlooze Vennootschap (NV). Istilah “terbatas”
di dalam PT tertuju pada tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yang
luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal nilai dari semua saham-saham yang

dimiliki (R.T. Sutantya R.H. dan Sumantoro, 1992: 39).

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka (1) Perseroan
Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan

Terbatas serta peraturan pelaksananya (Hardijan Rusli, 1997: 17).

Berdasarkan definisi tersebut, maka bagi sebuah perseroan harus memenuhi
beberapa unsur, apabila tidak terpenuhi unsur-unsurnya maka suatu badan tersebut

bukanlah perseroan terbatas dalam arti undang-undang. Berdasarkan Undang-
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Undang Perseroan Terbatas, unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu

perseroan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 109) adalah sebagai berikut:

a. Badan hukum
Setiap perseroan terbatas adalah badan hukum. Badan yang memenuhi syarat
undang-undang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, mampu
melakukan perbuatan hukum, dan memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai
tujuannya itu, perseroan memiliki harta kekayaan sendiri, terpisah dari harta

kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya.

b. Didirikan berdasar pada perjanjian
Setiap perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, harus ada sekurang-
kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan terbatas, yang
dibuktikan secara tertulis dan tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian
dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris. Setiap pendiri wajib
mengambil bagian saham pada saat perseroan terbatas didirikan. Ketentuan ini

adalah asas dalam pendirian perseroan terbatas.

c. Melakukan kegiatan usaha
Setiap perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam
bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan)
yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba. Melakukan kegiatan usaha
artinya menjalankan perusahaan, agar usaha itu sah harus mendapat izin usaha
dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut

undang-undang yang berlaku.
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Modal dasar

Setiap perseroan terbatas harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statuter, dalam Bahasa
Inggris disebut authorized capital. Modal dasar merupakan harta kekayaan
perseroaan terbatas sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan
pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham. Menurut ketentuan
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar

perseroan sekurang-kurangnya Rp 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah).

Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan yang ditentukan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.
Ketentuan ini menunjukan bahwa perseroan terbatas menganut sistem tertutup
(closed system). Keteraturan organisasi perseroan terbatas sebagai badan
hukum dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007, anggaran dasar perseroan, anggaran rumah tangga perseroan terbatas,

dan keputusan RUPS.

Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berfungsi

untuk menjalankan perseroan. Organ di sini maksudnya tidak oleh para pemegang

saham, melainkan oleh suatu lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya

sebagai pemegang saham. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas,

dinyatakan organ perseroan adalah :
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a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Sesuai dengan namanya Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS
merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas
segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. Sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS
mempunyai kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan organ perseroan

lainnya.

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan
komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas
dan/atau anggaran dasar perseroan. Organ ini mempunyai wewenang
penggunaan laba bersih, mengesahkan laporan tahunan dan sebagainya,
disamping itu mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari

direksi dan/atau dewan komisaris.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2010:113), wewenang eksklusif RUPS yang
ditetapkan dalam UUPT tidak dapat ditiadakan selama tidak ada perubahan
undang-undang, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar semata-
mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui Menteri
Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang

tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang .

b. Direksi
Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar (Abdulkadir Muhammad, 2010: 115). Dalam
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pengangkatan Direksi ditetapkan di dalam RUPS sebagai kekuasaan tertinggi.
Namun demikian sekalipun direksi ditetapkan oleh RUPS, adakalanya
pengangkatan Direksi sedikit banyaknya dipengaruhi oleh alat perlengkapan
perseroan yang lain, misalnya, Dewan Komisaris, Rapat Pemegang Saham
Prioritas atau badan lain. Ketentuan demikian disebut dengan klausul oligdrkhi
atau otokrasi, yang biasanya ada pada akta pendirian sementara (Richard
Burton Simatupang, 2003: 5). Untuk pertama kali pengangkatan Direksi
dilakukan oleh pendiri (promoter’s) dan dicantumkan dalam akta pendirian.
Direksi ini disebut direksi statuter ( Tri Budiyono, 2011: 170). Direksi adalah
dewan direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang direktur. Oleh
karena itu, bila Direksinya terdiri dari beberapa orang maka salah satunya
menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur sedangkan yang lain menjadi

Direktur atau wakil Direktur (Raharjo Handri, 2009: 100).

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, Direksi berwenang
menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam
batas yang ditentukan dalam undang-undang ini. Kebijakan yang dimaksud
adalah kebijakan yang dipandang tepat, didasarkan pada keahlian, peluang
yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha yang sejenis (Pasal 92 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Direksi dalam tindakannya harus
berhati-hati (duty of care) dan tindakannya itu diambilnya adalah untuk

kepentingan perusahaan (duty of loyalty) (Erman Raja Guguk, 2011: 125).
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Direksi sebagai pengurus (beheerder, administrator or manager) perseroan,
adalah pejabat perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau Direktur
Perseroan (a director is an officer of the company). Anggota Direksi atau
Direktur bukan pegawai atau karyawan (he is not an employe). Oleh karena itu,
dia tidak berhak mendapat pembayaran prefensial (prefential payment) apabila

perseroan dilikuidasi (Yahya Harahap, 2009: 346).

. Dewan Komisaris

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas ada keharusan bagi
setiap perseroan mempunyai Dewan Komisaris. Tugas utama Dewan
Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang
dijalankan direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik
mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada
Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu), dapat bertindak mengurus
perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham, dengan menjalankan tugas untuk mengurus
perseroan, maka komisaris mempunyai konsekuensi sebagaimana melekat pada

direksi ( Gatot Suparmono, 1996: 91).

Perkataan Komisaris mengandung pengertian baik sebagai organ maupun
sebagai orang perseorangan. Sebagai organ, Komisaris lazim juga disebut
Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota
Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas khusus di

bidang tertentu (Richard Burton Simatupang, 2003: 7).
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3. Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perseroan
didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa
Indonesia. Dalam definisi atau persyaratan ini, terdapat unsur-unsur pokok: oleh
dua orang orang, akta notaris dan Bahasa Indonesia (I1.G.Rai Widjaya, 2006: 153).
Sekurang-kurangnya harus dua orang karena dalam mendirikan perseroan harus
didasarkan pada perjanjian, atau yang disebut asas kontraktual sesuai Pasal 1313
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana suatu perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan terbatas
hanya dibuat oleh satu orang saja. Orang yang dimaksud disini adalah orang

perseorangan atau badan hukum.

Perjanjian pendirian perseroan terbatas diperlukan akta notaris karena akta yang
demikian merupakan akta otentik. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur
berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam
mengelola dan menjalankan Perseroan Terbatas tersebut. Akta dalam hukum
pembuktian otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan
sempurna, artinya bahwa apa yang ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya

kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian
selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan
dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pasal tersebut

menegaskan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain
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yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut berkaitan dengan

pendirian perseroan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang hal-hal yang tidak
boleh dimuat di dalam akta pendirian. Hal-hal yang tidak boleh dimuat dalam akta
pendirian sebagaimana ditetapkan Pasal 15 ayat (3) UUPT yaitu :

(1) ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham;

(2) ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Perolehan pengesahan dari menteri yang berarti berlakunya Anggaran Dasar
Perseroan (ADP) secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri
maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka
praktis anggaran dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi semua pihak

(Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 1999: 30).

Status badan hukum perseroan terbatas tersebut mempengaruhi tanggung jawab
perseroan terbatas dalam tindakannya. Kerugian yang diderita perseroan terbatas
berakibat para pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang
dimasukkan. Seperti halnya ketentuan sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mewajibkan
dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman perseroan. Kewajiban pendaftaran
dan pengumuman tersebut diselenggarakan oleh menteri, sesuai Pasal 29 dan

Pasal 30 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
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C. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

1. Karakteristik Badan Hukum

Badan hukum, dalam Bahasa Belanda Rechtspersoon adalah suatu badan yang
dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi
(Rochmat Soemitro, 1993: 10). Oleh karena badan hukum adalah subyek, maka ia
merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau

penanam modal badan tersebut.

Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti
manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat
semua atas badan itu sendiri. Secara teoritik, dikenal beberapa ajaran atau doktrin
yang menjadi landasan teoritik keberadaan badan hukum. Ada beberapa konsep
terkemuka tentang personalitas badan hukum (legal personality) (Ridwan
Khairandy, 2007: 6) adalah sebagai berikut:
a. Legal personality as legal person
Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia.
Kapasitas hukum badan ini didasarkan hukum positif, sehingga negara
mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.
b. Corporate realism
Menurut konsep, ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu
kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan

hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
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c. Theory of the zweckvermogen
Menurut konsep, ini suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang
digunakan untuk tujuan tertentu.

d. Aggregation theory
Menurut konsep personalitas korporasi, badan hukum ini adalah semata-mata

suatu nama bersama, suatu simbol bagi para anggota korporasi.

Selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota
direksi dan anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng
atas perbuatan hukum tersebut. Oleh karena itu, Direksi perseroan hanya boleh
melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status
badan hukum dengan persetujuan semua pendiri, anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris. Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tidak
dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana keputusan
diambil berdasarkan suara setuju mayoritas. Oleh karena itu, setiap perubahan
akta pendirian perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri
dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris yang ditandatangani

oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang sah.

2. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas

Dasar hukum dari status badan hukum PT tersebut tercantum di dalam Pasal 7
butir 1 UUPT, sebagai berikut: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut
perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan
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pelaksananya. Ketentuan tersebut secara eksplisit sangat jelas disebutkan bahwa
perseroan terbatas merupakan badan hukum. Perseroan merupakan suatu bentuk
(legal form) yang didirikan atas fiksi hukum (legal fiction) bahwa perseroan
memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang
perseorangan (natural person). Unsur-unsur yang terkait mengenai badan hukum,
maka unsur-unsur yang menandai perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah
bahwa perseroan terbatas mempunyai kekayaan yang terpisah (Pasal 24 ayat (1)
Undang-Undang Perseroan Terbatas), mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 82
Undang-Undang Perseroan Terbatas), mempunyai tujuan tertentu (Pasal 12 huruf
b Undang-Undang Perseroan Terbatas), dan mempunyai organisasi teratur (Pasal

1 butir 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Hal pertama yang terdapat pada perseroan terbatas tersebut sangat berkaitan
dengan status badan hukum perseroan terbatas. Sejak perseroan terbatas berstatus
sebagai badan hukum, maka hukum memperlakukan perseroan terbatas sebagai
pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan perseroan

terbatas.

Apabila dilihat dalam penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Perseroan Terbatas,
ketentuan ini merupakan ketentuan yang mengatur tentang sanksi perdata bagi
direksi perseroan terbatas, selain ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 32
Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) dalam hal kewajiban
pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22

Undang-Undang Perseroan Tindak tidak dipenuhi.
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Kewajiban pendaftaran perseroan terbatas ini merupakan amanat dari Undang-
Undang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) yang mengatur kewajiban
pendaftaran perusahaan di Indonesia, di dalam Pasal 5 UUWDP ditentukan
bahwa:

(1) setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan

(2) pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang
bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan
surat kuasa yang sah

(3) apabila perusahaan dimilki oleh beberapa orang, pemilik berkewajiban untuk
melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah
memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari kewajiban tersebut

(4) apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan
di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah
Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang
pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Adapun sanksi pidana bagi direksi atas kelalaian mendaftarkan perseroan terbatas

itu diatur dalam Pasal 32 UUWNDP berikut ini:

(1) barang siapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan
pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar
Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi
kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

(2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan
kejahatan.

Ditinjau dari Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas

tahun 1995, perseroan yang didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah perseroan

yang telah berstatus sebagai badan hukum. Setelah dilakukan pengesahan akta

pendirian perseroan oleh menteri, maka perseroan dapat beroperasi secara penuh

sebagai badan hukum, tidak perlu menunggu sampai terbitnya berita negara.

Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 Undang-Undang Wajib

Daftar Perusahaan di atas, Direksi perseroan terbatas tidak boleh bertindak
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semaunya, bahwasanya dengan pengesahan akta pendirian perseroan oleh menteri
maka memang bagi pemegang saham pertanggungjawabannya sudah menjadi
terbatas, tetapi tanggung jawab Direksi masih mensyaratkan adanya pendaftaran
perseroan ke dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 30 hari, dengan
demikian perlu dibedakan antara terbatasnya tanggung jawab pemegang saham
yang memang ditandai oleh lahirnya badan hukum perseroan, dengan tanggung
jawab Direksi untuk mendaftarkan dan mengumumkan perseroan dalam daftar
perusahaan walaupun status badan hukum perseroan sudah diperoleh. Pendaftaran
dan pengumuman perseroan ini tentu tidak mempengaruhi keabsahan dari

kelahiran perseroan sebagai badan hukum.

Status badan hukum itu secara konstitutif timbul setelah akta pendirian perseroan
disahkan menteri, sementara pendaftaran dan pengumuman perseroan itu hanya
sebagai wadah publikasi supaya dapat dilihat oleh masyarakat umum, bukan
sebagai syarat tambahan untuk kelahiran status badan hukum perseroan. Perseroan
terbatas memperoleh status badan hukum adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7
ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu setelah akta pendirian
perseroan terbatas disahkan oleh menteri. Pasal 23 Undang-Undang Perseroan
Terbatas itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap status badan hukum
perseroan terbatas yang sudah diperoleh, itu hanya berpengaruh pada dampak dari
tidak didaftarkan dan diumumkannya perseroan terbatas, yaitu dampak kerugian

yang mungkin diderita oleh pihak ketiga.

Pasal 23 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu apabila diperhatikan hanya

sekedar mengatur tentang apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab
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direksi sehingga Pasal 23 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu tidak

berpengaruh terhadap saat kelahiran dari perseroan terbatas sebagai badan hukum.

3. Akibat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas

Status badan hukum perseroan terbatas setelah diperoleh, maka ada beberapa
akibat yang timbul terhadap beberapa pihak yang terkait di dalam perseroan
terbatas. Implikasi tersebut berlaku terhadap pihak-pihak berikut ini:

a. Pemegang saham Perseroan Terbatas (PT)

Setelah perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum, sesuai dengan
ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas maka pemegang
saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian

perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.

Hal tersebut dikarenakan adanya doktrin corporate separate legal personality
yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini PT, mempunyai
personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya.
Doktrin dasar perseroan terbatas adalah bahwa perseroan merupakan kesatuan
hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau
pemegang saham dari perseroan tersebut. Ada suatu tabir (veil) pemisah antara
perseroan sebagai suatu legal entity dengan para pemegang saham dari

perseroan tersebut.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT itu dapat diketahui bahwa tanggung jawab

pemegang saham yang sifatnya terbatas di dalam PT yang sudah berstatus
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badan hukum itu menjadi tidak berlaku lagi apabila pemegang saham
melakukan hal-hal seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai

dengan d seperti tersebut di atas.

. Pendiri PT

Status badan hukum PT juga berpengaruh terhadap keterbatasan tanggung
jawab dari para pendiri PT. Berdasarkan Pasal 11 UUPT, setelah PT berstatus
sebagai badan hukum maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi terhadap
perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri PT pada masa sebelum PT
disahkan sebagai badan hukum, yaitu: pertama, perbuatan hukum tersebut
mengikat PT setelah PT menjadi badan hukum, dengan persyaratan:

(1) PT secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh
pendiri;

(2) PT secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban
yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri walaupun perjanjian tidak
dilakukan atas nama PT; atau

(3) PT mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan

atas nama PT.

Kemungkinan yang kedua, perbuatan hukum tersebut tidak diterima, tidak
diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh PT, sehingga masing-masing pendiri
yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi
atas segala akibat yang timbul. Kemungkinan kedua ini yang terjadi maka

pertanggungjawaban dari pendiri terhadap PT menjadi tanggung jawab pribadi.
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c. Direksi PT

Direksi PT menurut ketentuan Pasal 1 butir 4 UUPT adalah organ perseroan
yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan
dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Sebagaimana halnya tanggung jawab terbatas pemegang saham PT,
keterbatasan tanggung jawab itu juga berlaku terhadap anggota direksi

meskipun tidak secara tegas dinyatakan dalam pasal-pasal UUPT.

Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 85 ayat (2) UUPT yang mengatur bahwa
setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dari ketentuan itu secara acontrario
dapat diartikan bahwa apabila anggota direksi tidak bersalah dan tidak lalai
menjalankan tugasnya, maka berarti direksi tidak bertanggung jawab penuh

secara pribadi.

Selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung
jawab, maka anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab yang terbatas
yang merupakan ciri utama dari PT. Sebaliknya, oleh karena menjadi anggota
direksi adalah berarti menduduki suatu jabatan, maka orang yang menduduki
jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila kemudian tugas dan

kewajibannya tersebut dilalaikan atau jika wewenangnya disalahgunakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, UUPT sudah mengatur bentuk

pertanggungjawaban direksi atas kelalaian ataupun kesalahannya di dalam
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menjalankan pengurusan PT, yaitu: Pasal 23, Pasal 85 ayat (2), Pasal 90 ayat

(2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

. Komisaris PT

Status badan hukum PT juga berpengaruh terhadap tanggung jawab Komisaris
PT. Sebagaimana dalam Pasal 97 UUPT, Komisaris bertugas mengawasi
kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat
kepadadireksi. Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) UUPT, di dalam Anggaran
Dasar juga dapat ditentukan tentang pemberian wewenang kepada Komisaris
untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan

perbuatan hukum tertentu.

Menurut Pasal 100 ayat (2), berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan
RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Kondisi ini membuat berlaku
semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap
perseroan dan pihak ketiga. Ketentuan mengenai tanggung jawab terbatas pada

Direksi PT juga berlaku terhadap Komisaris tersebut.

Secara implisit, tanggung jawab Komisaris juga terbatas sebagaimana
tercantum dalam Pasal 98 ayat (2) UUPT, bahwa atas nama perseroan,
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang Kkarena kesalahan atau

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.
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D. Tanggung Jawab Pada Perseroan Terbatas

1. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib
menanggung segala sesuatunya, sehingga bertanggung jawab menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul tanggung
jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung
akibatnya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian
kehidupan manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab.
Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka aka ada pihak lain yang

memaksakan tanggung jawab itu.

2. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham

Sifat perseroan merupakan perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba
atau abstrak dan artifisial. Perseroan menikmati semua hak yang dimiliki
perseorangan. Pada dasarnya, pemegang saham (shareholder) dari perseroan
adalah pemegang saham yang diberi sertifikat saham sebagai bukti, bahwa yang
bersangkutan adalah pemilik sebagian dari perseroan tersebut, akan tetapi, oleh
karena perseroan merupakan wujud yang terpisah (separate entity) dari pemegang
saham sebagai pemilik, maka pemegang saham tidak boleh menuntut aset
perseroan. Kekayaan perseroan tetap milik perseroan, sehingga pemegang saham
tidak mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan perseroan kepada dirinya

maupun kepada orang lain.
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3. Tanggung Jawab Komisaris

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, antara lain menyatakan
anggota dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan
semua anggota Direksi, apabila perseroan melakukan perbuatan hukum pada masa
Perseroan belum memperoleh status badan hukum. Selanjutnya Pasal 69 ayat (3)
menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris yang menandatangani laporan
keuangan yang ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, bertanggung jawab
secara tanggung renteng dengan anggota Dewan Direksi yang menandatangani
juga laporan keuangan tersebut. Berkenaan dengan tugas-tugas komisaris Pasal
114 dan tentang tanggung jawab komisaris berkenaan dengan kepailitan, diatur

dalam Pasal 115 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

4. Tanggung Jawab Direksi
a. Sebelum perseroan mempunyai status badan hukum

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan yang baru menyatakan perseroan
memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh menteri.
Pasal 14 ayat (1) menyatakan perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum
memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh anggota Direksi
bersama-sama semua pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung renteng semua pendiri, anggota

Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas tersebut sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),

yaitu selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, maka
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sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung

jawab untuk seluruhnya, atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

b. Setelah perseroan mempunyai status badan hukum

Pasal 14 ayat (2) menyatakan, dalam hal perbuatan hukum atas nama perseroan
yang belum memperoleh status badan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama
perseroan, perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan
dan tidak mengikat perseroan. Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru ini
menetapkan bahwa setelah perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai
badan hukum, pemegang saham, Komisaris, dan Direksi tidak bertanggung jawab
pribadi. Undang-undang tersebut tidak ada satu pasalpun yang menetapkan
bagaimana tanggung jawab pemegang saham, Komisaris dan Direksi dalam
periode setelah akta pendirian dan anggaran dasar mendapat pengesahan sebagai
badan hukum sampai dengan perusahaan tersebut didaftarkan dan diumumkan

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

5. Tanggung Jawab Pribadi Direktur Perseroan Terbatas

Ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan yang baru menyatakan
Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selanjutnya dalam Pasal 97
menyatakan di dalam mengelola perusahaan, direktur memiliki kebebasan tertentu
mengelola perusahaan yang dipercayainya sebagai jalan yang terbaik. Jika
direktur melakukan kesalahan, perusahaan yang membayar ongkosnya. Direktur
tidak dapat dituntut di depan pengadilan sebagai merugikan perusahaan sepanjang

keputusannya itu tidak terjadi karena kelalaiannya di dalam proses pengambilan
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keputusan, tidak seorangpun mau menjadi Direktur bila ia bertanggung jawab bila
perusahaan mengalami kerugian, dalam arti usaha bisnis adakalanya rugi di

samping untung.

E. Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)

1. Perusahaan Kelompok

Raaijmakers mengemukakan bahwa kerjasama di antara perusahaan-perusahaan
yang dikenal dengan nama concern atau group company atau perusahaan
kelompok, secara umum dapat diberi pengertian sebagai suatu susunan dari
perusahaan-perusahaan yang secara yuridis tetap mandiri dan yang satu dengan
yang lainnya merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh suatu

perusahaan induk (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1994: 24).

Fenomena tentang adanya perusahaan-perusahaan yang bergabung dan terikat satu
sama lain dalam satu konsern tumbuh pada dasa warsa terakhir baik dalam skala
nasional maupun skala internasional. Konsern atau perusahaan kelompok (group
company) dapat disusun secara vertikal dan horizontal. Sifat konsern yang vertikal
dapat dikatakan ada apabila perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam susunan
itu merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu
proses produksi. Perusahaan-perusahaan itu masing-masing mengusahakan
lanjutan dari usaha perusahaan lain misalnya perusahaan pertama memulai usaha
dari bahan baku, dilanjutkan ke perusahaan lain untuk mengolah menjadi bahan
setengah jadi, dilanjutkan lagi ke perusahaan lain menjadi produk terakhir untuk
konsumen dan pemasarannya diusaha oleh perusahaan lain. Semua perusahaan

yang terkait itu merupakan satu kesatuan dalam konsern atau kelompok atau grup.
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Pada konsern yang sifatnya horisontal, perusahaan-perusahaan yang terkait dalam
konsern itu adalah perusahaan-perusahaan yang masing-masing bergerak dalam
bidang-bidang usaha yang sangat beragam. Perusahaan-perusahaan yang tersusun
secara terkait satu sama lain tidak hanya menangani produksi tertentu dalam arti
satu jenis tertentu melaikan berbagai jenis produksi, misalnya produksi pertanian,
industri, perdagangan, jasa angkutan, perhotelan, bank dan asuransi. Jadi di sini
terdapat diversifikasi usaha dan sering dikenal dengan sebutan konglomerat

(Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1994: 1).

2. Induk Perusahaan (Perusahaan Holding)

Perusahaan holding sering juga disebut dengan holding company, parent
company, atau controlling company. Perusahaan holding adalah suatu perusahaan
yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain
dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. Biasanya (walaupun
tidak selamanya), suatu perusahaan holding memiliki banyak perusahaan yang
bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda (Munir Fuadi,

1999: 83).

Perusahaan holding adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki
saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih
perusahaan lain tersebut. Biasanya, suatu perusahaan holding memiliki banyak
perusahaan yang bergerak dalam bidang-bidang bisnis yang sangat berbeda-beda.
Setidak-tidaknya proses pembentukan induk perusahaan dapat dilakukan dengan
tiga prosedur, yaitu (1) prosedur residu, (2) prosedur penuh dan, (3) prosedur

terprogram.
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3. Anak Perusahaan

Pendirian anak perusahaan dimaksudkan sebagai pemisahan perusahaan.
Pembentukan perusahaan kelompok tidak hanya terjadi secara nasional tetapi juga
secara internasional dan tidak hanya menyangkut perusahaan-perusahaan besar
dan multinasional, dapat terjadi bahwa suatu perusahaan yang kecil memecahkan
diri menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan perusahaan-perusahaan ini
menjadi perusahaan anak yang berada di bawah naungan atau perlindungan
sebuah perusahaan induk atau dalam keadaan ini dikenal dengan sebutan holding
company untuk melaksanakan usahanya. Alasan-alasan yang menyebabkan
pemecahan perusahaan ini juga dapat terletak pada kemungkinan untuk mengatasi
atau membagi resiko. Konstruksi perusahaan induk dan anak (holding company
and daughter company) dapat meringankan masalah-masalah yang dihadapi oleh
suatu perusahaan yang sudah tua. Pendirian suatu perusahaan baru (dalam hal ini
anak perusahaan) yang saham-sahamnya dipegang oleh perusahaan yang tua
merupakan suatu jalan keluar dari suatu kesulitan, sebab perusahaan baru itulah
yang akan melaksanakan kegiatan usaha seperti transaksi dagang, persediaan-
persediaan, pemasukan tagihan-tagihan dan hutang-hutang (Emmy Pangaribuan

Simanjuntak, 1994: 34).

4. Hubungan Hukum dalam Perusahaan Kelompok

Hubungan hukum adalah hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu
pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Perikatan adalah suatu
hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum.

Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi
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dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan, dan kesusilaan.
Pengingkaran terhadap hubungan-hubungan tersebut tidak menimbulkan akibat
hukum. Hak merupakan kewenangan atau peranan yang ada pada seorang
(pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu
terhadap orang lain sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dipenuhi
atau dilaksanakan oleh seseorang untuk memperoleh haknya atau karena telah
mendapatkan haknya dalam suatu hubungan hukum. Obyek hukum yaitu sesuatu
yang berguna, bernilai, berharga bagi subyek hukum dan dapat digunakan sebagai
pokok hubungan hukum. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat
menjadi pendukung hak dan kewajibannya atau memiliki kewenangan hukum

(rechtsbevoegdheid).

Hubungan hukum yang terjadi pada perusahaan holding adalah hubungan yang
timbul akibat adanya suatu ikatan berdasarkan kepemilikan saham. Hal ini
menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang satu sama lain
harus saling mematuhinya. Hak dan kewajiban yang ada di dalamnya dapat
melahirkan tanggung jawab yang lebih dominan dipegang oleh perusahaan
holding sebagai pemilik saham. Tanggung jawab tersebut berlaku sebatas berapa

besar saham yang dimiliki oleh perusahaan holding.
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F. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka

dibuat kerangka pikir sebagai berikut:

A 4

Perusahaan Induk < Perusahaan Anak

A 4

Hubungan Hukum Induk Perusahaan Terhadap
Anak Perusahaan

Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak
Perusahaan Kepada dalam Kelompok Perusahaan

Keterangan:

Perusahaan induk merupakan perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham
dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih
perusahaan lain tersebut. Pembentukan perusahaan kelompok tidak hanya terjadi
secara nasional tetapi juga secara internasional dan tidak hanya menyangkut
perusahaan-perusahaan besar dan multinasional. Dapat terjadi bahwa suatu
perusahaan yang kecil memecahkan diri menjadi satuan-satuan yang lebih kecil
dan perusahaan-perusahaan ini menjadi beberapa perusahaan anak yang berada di
bawah naungan atau perlindungan sebuah perusahaan induk atau dalam keadaan

ini dikenal dengan sebutan holding company untuk melaksanakan usahanya.
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Alasan-alasan yang menyebabkan pemecahan perusahaan ini juga dapat terletak
pada kemungkinan untuk mengatasi atau membagi resiko. Konstruksi perusahaan
induk dan anak (holding company and daughter company) dapat meringankan
masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan yang sudah tua. Pendirian
suatu perusahaan baru (dalam hal ini anak perusahaan) yang saham-sahamnya
dipegang oleh perusahaan yang tua merupakan suatu jalan keluar dari suatu
kesulitan, sebab perusahaan baru itulah yang akan melaksanakan kegiatan usaha
seperti transaksi dagang, persediaan-persediaan, pemasukan tagihan-tagihan dan
hutang-hutang. Anak perusahaan dibentuk dengan bertujuan untuk menjadi profit
center dan merupakan penyumbang pendapatan bagi perusahaan tersebut, namun
secara hukum, anak perusahaan tidak ada kaitannya dengan hak dan kewajiban
keluar dari perusahaan satu sama lain, disebabkan karena dari segi yuridis masing-
masing perusahaan mempunyai karakteristik tersendiri yaitu masing-masing
perusahaan dalam suatu kelompok perusahaan adalah merupakan badan hukum
yang berdiri sendiri. Apabila anak perusahaan berhutang kepada pihak ketiga
maka keterkaitan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul selaku induk

perusahaan ia ikut serta bertanggung jawab dalam pelunasan hutangnya.

Maka dengan adanya keterkaitan tersebut, secara otomatis menimbulkan
hubungan hukum pada kelompok perusahaan. Hubungan hukum yang terjadi
dalam hal ini berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban
induk perusahaan tidak otomatis menjadi hak dan kewajiban anak perusahaan dan
sebaliknya. Akibat dari hubungan hukum yang terjadi tersebut menyebabkan
adanya tanggung jawab yang harus dipikul oleh induk perusahaan terhadap anak

perusahaannya dalam kelompok perusahaan. Dalam Undang-Undang Perseroan
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Terbatas (UUPT), jika anak perusahaan melakukan perbuatan yang mengharuskan
bertanggung jawab secara hukum, induk perusahaan akan ikut bertanggung jawab
sejaun tidak menyimpang dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh
perusahaannya. Kecuali misalnya Direksi pada anak perusahaannya telah
bertindak melebihi dari kekuasaan yang diberikan kepadanya. Seberapa jauh
kekuasaan diberikan kepadanya, dapat dilihat dalam anggaran dasar perusahaan

yang bersangkutan.



